
I.  PENDAHULUAN

A.  Latar Belakang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan suatu lembaga negara yang dalam

melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan

manapun (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002). Sebagai lembaga independen,

artinya tidak boleh ada intervensi dari pihak lain dalam penyelidikannya agar diperoleh hasil

sebaik mungkin.

Tujuan dari dibentuknya lembaga tersebut adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna

terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang sudah merajalela keseluruh lapisan

masyarakat. Perang terhadap korupsi merupakan fokus yang sangat signifikan dalam suatu

negara berdasarkan hukum, bahkan merupakan tolak ukur keberhasilan suatu pemerintahan.

Salah satu unsur yang sangat penting dari penegakan hukum dalam suatu negara adalah perang

terhadap korupsi, karena korupsi merupakan suatu penyakit dan merusak semua sendi kehidupan

berbangsa dan bernegara termasuk perekonomian serta penataan ruang wilayah.

Lahirnya KPK didasarkan pada perkembangan pemikiran di dunia hukum bahwa korupsi adalah

kejahatan luar biasa. Label demikian dianggap tepat untuk disematkan dalam konteks Indonesia,

mengingat daya rusak praktek korupsi telah mencapai level tinggi. Maka, tidak mengherankan

jika hingga hari ini Indonesia masih terjebak dalam suatu kondisi sosial ekonomi dan politik

yang memprihatinkan. Indikasinya bisa dilihat dari deretan angka kemiskinan yang timbul,

besarnya tingkat pengangguran, rendahnya indeks sumber daya manusia Indonesia, serta

rendahnya kualitas demokrasi.



KPK yang memiliki kewenangan penuh untuk menangkap dan menyelidiki kasus tindak pidana

korupsi. Tidak dapat kita pungkiri dengan kewenangan itu pula, KPK menjadi mimpi buruk bagi

para pejabat dan elit politik yang korupsi. Karena KPK dapat menangkap para pelaku korupsi

yang telah di curigai kapanpun dan dimana pun. Seperti yang telah kita lihat pada beberapa

waktu yang lalu. Dalam kasus penangkapan terhadap jaksa Urip Tri Gunawan yang ditangkap

langsung oleh KPK dengan mencegat mobilnya di pinggir jalan. Demikian juga dengan

pemeriksaan KPK terhadap tersangka kasus korupsi Al Amin Nasution, KPK tanpa segan-segan

menggeledah kantor anggota DPR RI tersebut.

Sikap KPK yang tergolong tegas dan tepat itu, mungkin menjadi terapi shock kepada para

koruptor lainnya. Secara tidak langsung kewenangan KPK yang terkadang dianggap melanggar

privasi seseorang ini, menjadi salah satu hal yang dapat membuat orang untuk berpikir ulang

untuk melakukan tindak pidana korupsi karena takut di tangkap oleh KPK yang datang seperti

angin tanpa bisa diduga. Akan tetapi, dengan hasil kerja KPK selama ini yang berhasil

mengungkap banyak kasus korupsi dan penanganannya jauh berbeda hasilnya dengan lembaga

penegak hukum lainnya, yang salah satu indikasinya adalah terdakwa yang diproses KPK tidak

pernah diputus bebas oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menyebabkan banyak pihak yang

merasa terganggu sehingga mereka berusaha melakukan pelemahan terhadap KPK. Salah satu

cara untuk melakukannya adalah dengan melakukan kriminalisasi terhadap para pimpinan

Komisi Pemberantasan Korupsi.

Setelah Ketua KPK Antasari Azhar terjerat kasus pembunuhan pimpinan PT Putra Rajawali

Banjaran, Nasrudin Zulkarnaen, mencuat kasus penahanan dua pimpinan KPK nonaktif Bibit

Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah yang diduga menyalahgunakan kewenangan dan



memeras bos PT Masaro Radiokom, Anggoro Widjojo. Penyalahgunaan wewenang ini

menyangkut kewenangan KPK dalam melakukan pencekalan terhadap seseorang yang diduga

melakukan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf b UU No. 30 Th 2002 dalam melaksanakan tugas

penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi dapat memerintahkan

kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri. Tetapi, dalam

pengambilan keputusan tersebut Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi bekerja secara

kolektif (Pasal 21 ayat (5). Pencekalan yang dilakukan oleh KPK terhadap Anggoro Widjojo

dianggap tidak sesuai dengan pasal 12 huruf b Undang-Undang No. 30 tahun 2002 tentang KPK.

Alasannya hingga tanggal 22 Agustus 2008 tersebut, Anggoro Widjojo tidak sedang dalam

penyelidikan maupun penyidikan oleh KPK, dan KPK belum pernah memeriksa Anggoro.

Sehingga adalah aneh jika Anggoro Widjojo tidak sedang dalam penyelidikan maupun

penyidikan KPK namun sudah dikeluarkan pencekalan. Apalagi, pencekalan oleh KPK tersebut

diduga ada unsur suap. Karena alasan tersebut pimpinan KPK Bibit Samad Riyanto dan Chandra

M Hamzah ditetapkan sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang dan ditahan oleh

pihak kepolisian.

Kasus kedua pimpinan KPK tersebut mendapat perhatian masyarakat yang begitu besar, simpati

dan dukungan moral berbagai elemen masyarakat terhadap dua pimpinan Komisi Pemberantasan

Korupsi (KPK) yang ditahan polisi, yakni Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah, makin

deras. Bahkan masyarakat mendesak Polri agar membebaskan Bibit dan Chandra dengan

menyodorkan diri mereka sebagai jaminan. Mereka juga mendesak Presiden agar segera

mengambil langkah penyelesaian yang bersifat luar biasa dengan membentuk komisi independen



guna melakukan analisis hukum atas perkara yang disangkakan terhadap Bibit dan Chandra. Jika

Presiden tak segera bertindak, mereka mengingatkan bahwa masyarakat bisa menjadikan Bibit

dan Chandra sebagai simbol perlawanan terhadap kekuasaan yang terkesan anti pemberantasan

korupsi. Masyarakatpun meminta agar kasus Bibit dan Chandra ini  dihentikan dengan

mempertimbangkan asas keadilan.

Adapun alasan-alasan sahnya untuk penghentian penuntutan diatur dalam Pasal 140 ayat (2)

huruf a KUHAP, antara lain:

1. Tidak terdapat cukup bukti, dalam arti tidak dapat ditemukan alat- alat bukti sah yang cukup.

Artinya alat-alat bukti seperti yang dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu

keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa tidak terpenuhi

ataupun alat-alat bukti minimum dari tindak pidana tersebut tidak dapat dijumpai,

diketemukan dan tidak tercapai;

2. Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, artinya bahwa dimana penyidik

berpendapat, peristiwa yang semula dianggap sebagai tindak pidana namun kemudian secara

nyata bahwa peristiwa itu bukanlah suatu tindak pidana, maka penyidik kemudian

menghentikan penyidikan atas peristiwa tersebut;

3. Penyidikan atau penuntutan dihentikan atau ditutup demi hukum, karena berdasarkan undang-

undang memang tidak dapat dilanjutkan peristiwa hukum tersebut, misalnya dalam hal ini

antara lain tersangka meninggal dunia, terdakwa sakit jiwa, peristiwa tersebut telah diputus

dan memiliki kekuatan hukum tetap, peristiwa hukum tersebut telah kadaluarsa.

Dukungan masyarakat terhadap pimpinan KPK Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah ini

yang begitu besar, Presiden pun meminta agar penyelesaian perkara ini tidak perlu dilanjutkan ke



pengadilan karena dalam perkembangannya muncul ketidakpercayaan terhadap proses

penyidikan sehingga menimbulkan silang pendapat. Pihak Kejaksaan Agung pun akhirnya

mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) dengan beberapa alasan, yakni

alasan yuridis dan sosiologis. Alasan yuridis yang dikemukakan penuntut umum adalah

perbuatan pidana kedua pimpinan KPK non aktif itu ada, tetapi mereka tidak menyadari akibat

dari perbuatan tersebut. Apa yang mereka lakukan sudah berdasarkan ketentuan undang-undang,

sama seperti apa yang dilakukan oleh para pendahulunya (pimpinan KPK sebelum Chandra-

Bibit). Kemudian, untuk alasan sosiologis, penuntut umum beranggapan jika kasus Chandra-

Bibit ini diteruskan, maka lebih banyak mudaratnya dari pada manfaatnya. Lagipula, dorongan

masyarakat untuk menghentikan kasus ini sangat besar, karena dinilai tidak cukup bukti. Selain

itu, untuk menjaga harmonisasi antar ketiga lembaga penegak hukum pihak Kejaksaan memilih

tidak meneruskan kasus ini ke Pengadilan.

Namun dikeluarkannya Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) untuk kasus dua

pimpinan KPK Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah mengundang kontroversi,

perdebatan, dan menimbulkan persepsi yang cenderung negatif terhadap kinerja aparat penegak

hukum, khususnya Kejaksaan. Keluarnya surat penghentian tersebut menjadi pertanyaan para

advokat yang menilai sistem hukum Indonesia telah rusak dan mengeliminasi asas persamaan

seseorang di mata hukum. Karena alasan yang dipergunakan adalah alasan sosiologis yaitu kasus

Bibit-Chandra yang apabila diteruskan, maka lebih banyak mudaratnya dari pada manfaatnya

tidak pernah diatur dalam undang-undang.

Alasan sosiologis inilah yang dipergunakan oleh Anggodo Widjojo untuk mengajukan

permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pihak pengadilan menilai bahwa



surat ketetapan penghentian penuntutan yang dikeluarkan kejaksaan tidak sah dan

memerintahkan agar perkara Bibit-Chandra dilimpahkan ke pengadilan. Secara yuridis formal,

tidak ada yang salah dengan putusan praperadilan tersebut. Sejak awal, penerbitan SKPP telah

menimbulkan pertentangan logika berpikir hukum. Di satu sisi, dalam kasus Bibit-Chandra

kejaksaan telah mengeluarkan P-21, yang berarti perkara telah lengkap, termasuk bukti-buktinya,

dan siap dilimpahkan ke pengadilan. Adapun di sisi lain, kejaksaan menerbitkan SKPP.

Kejagung menanggapi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memerintahkan agar

perkara Bibit-Chandra dilanjutkan ke pengadilan dengan mengajukan banding ke Pengadilan

Tinggi DKI Jakarta. Pihak Kejagung merasa majelis hakim yang memutus perkara tersebut tidak

memperhatikan suasana saat SKPP itu diterbitkan. Namun banding yang diajukan Kejagung

gagal, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperkuat putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

yang memenangkan Anggodo Widjojo dan menyatakan perkara Bibit-Chandra harus dilanjutkan

ke pengadilan. Setelah putusan tersebut dijatuhkan pihak kejaksaan mengajukan permohonan

Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA).

Mahkamah Agung menyatakan tidak bisa menerima permohonan peninjauan kembali yang

diajukan Kejaksaan Agung atas pembatalan SKPP untuk kasus dengan tersangka Bibit Samad

Rianto dan Chandra Marta Hamzah. Alasan utama MA dalam mengambil putusan itu adalah

masalah formal pengajuan PK tersebut. Peninjauan Kembali tak dapat diterima karena tak

memenuhi syarat formal, sesuai dengan Pasal 45 huruf a UU No. 5 Tahun 2004 tentang

Kekuasaan Kehakiman yaitu Mahkamah Agung berhak memutus Peninjauan Kembali dalam

tingkat kasasi kecuali yang dibatasi oleh undang-undang yaitu putusan praperadilan.



Kejaksaan Agung pun akhirnya memutuskan untuk mengesampingkan penuntutan (deponering)

perkara Bibit-Chandra. Alasannya demi kepentingan umum yang lebih luas lagi, yaitu

pemberantasan korupsi. Dengan keluarnya deponering, maka pimpinan KPK secara keseluruhan

akan lebih fokus dalam menjalankan tugas-tugasnya dalam pemberantasan Korupsi.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka penulis tertarik untuk mengangkat judul

Analisis Penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara Bibit-Chandra.

B.  Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini

adalah:

a. Apakah alasan penerbitan surat ketetapan penghentian penuntutan perkara Bibit-Chandra?

b. Apakah penerbitan surat ketetapan penghentian penuntutan perkara Bibit-Chandra sesuai

dengan ketentuan undang-undang?

c. Adakah alternatif lain selain surat ketetapan penghentian penuntutan untuk menghentikan

perkara Bibit-Chandra?

2. Ruang Lingkup

Pembahasan dalam penulisan skripsi ini adalah “Analisis Penerbitan Surat Ketetapan

Penghentian Penuntutan Perkara Bibit – Chandra”. Untuk menghindari pembahasan yang terlalu

meluas maka ruang lingkup penelitian hanya tertuju pada tiga ruang lingkup, yaitu: alasan

penerbitan surat ketetapan penghentian penuntutan perkara Bibit-Chandra, apakah penerbitan

surat ketetapan penghentian penuntutan tersebut sesuai dengan ketentuan undang-undang dan



adakah alternatif lain selain surat ketetapan penghentian penuntutan untuk menghentikan perkara

Bibit – Chandra. Lokasi penelitian didasarkan pada studi kasus yang masuk dalam wilayah

hukum Jakarta Selatan.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penulisan

Sesuai permasalahan di atas, maka tujuan penulisan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui alasan penerbitan surat ketetapan penghentian penuntutan perkara Bibit –

Chandra.

2. Untuk mengetahui apakah penerbitan surat ketetapan penghentian penuntutan perkara Bibit –

Chandra sesuai dengan ketentuan undang-undang.

3. Untuk mengetahui ada atau tidaknya alternatif lain selain surat ketetapan penghentian

penuntutan untuk menghentikan perkara Bibit – Chandra.

2. Kegunaan Penulisan

a. Secara teoritis penulisan ini diharapkan dapat berguna untuk perkembangan penegakan hukum

khususnya bidang hukum pidana.

b. Secara praktis penulisan ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan bacaan, menambah

wawasan dan bermanfaat bagi para praktisi atau rekan-rekan mahasiswa yang ingin

melakukan penelitian dalam bidang yang sama.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual



1. Kerangka Teoritis

Penuntutan adalah menuntut seorang terdakwa di muka hakim pidana adalah menyerahkan

perkara seorang terdakwa dengan berkas perkaranya kepada hakim dengan permohonan supaya

hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa (Wirjono

Prodjodikoro dalam Rusli Muhammad, 2007 : 76).

Kewenangan untuk melakukan penuntutan dilakukan oleh penuntut umum. Penuntut umum itu

sendiri adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan,

yang dapat dipandang dalam konkretnya sebagai tindakan penuntutan adalah:

a. apabila jaksa telah mengirimkan daftar perkara kepada hakim disertai surat tuntutannya.

b. apabila terdakwa ditahan dan mengenai tempo penahanan dimintakan perpanjangan kepada

hakim sebab kalau sudah lima puluh hari waktu tahanan masih dimintakan perpanjangan

secara moril boleh dianggap bahwa jaksa sudah menganggap cukup alasan untuk menuntut.

c. apabila dengan salah satu jalan jaksa memberitahukan kepada hakim bahwa ada perkara yang

akan diajukan kepadanya.

(Moeljatno dalam Rusli Muhammad, 2007 : 76)

Menurut Djoko Prakoso (1987 : 209) ada dua asas penuntutan sehubungan dengan wewenang

penuntutan di dalam KUHAP, yaitu:

1. Asas Legalitas, penuntut umum diwajibkan menuntut semua orang yang dianggap cukup

alasan bahwa yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran hukum.

2. Asas Oportunitas, penuntut umum tidak diharuskan menuntut seseorang, meskipun yang

bersangkutan sudah jelas melakukan suatu tindak pidana yang dapat dihukum.



Asas oportunitas yang dimiliki oleh Jaksa Agung berdasarkan Undang-Undang Nomor 16

Tahun 2004 Bagian Kedua Khusus Pasal 35 huruf c menyatakan bahwa Jaksa Agung

mempunyai tugas dan wewenang untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum.

Kepentingan umum yang menyangkut kepada seluruh rakyat bukan sekelompok golongan

saja, dan harus dikoordinasikan juga dengan lembaga-lembaga pemerintah yang terkait

terhadap asas ini.

Penuntut umum pada dasarnya wajib melakukan penuntutan terhadap siapa pun yang telah

melakukan tindak pidana di dalam daerah hukumnya, namun ada beberapa keadaan yang dapat

menghapuskan kewenangan penuntut umum untuk melakukan penuntutan, yaitu:

a. Apabila kepentingan hukum atau kepentingan umum memang menghendaki agar penuntut

umum tidak melimpahkan perkaranya kepengadilan untuk diadili.

b. Apabila terdapat dasar-dasar yang menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk

melakukan penuntutan terhadap pelakunya.

c. Apabila terdapat dasar-dasar yang membuat penuntut umum harus menangguhkan penuntutan

terhadap pelakunya.

(Rusli Muhammad, 2007 : 77)

2. Konseptual

Untuk menghindari terjadi kekeliruan dan kesalahpahaman terhadap pembahasan, maka penulis

akan memberikan beberapa konsep yang bertujuan untuk menjelaskan dari beberapa istilah yang

dipergunakan dalam penelitian ini.

Adapun istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah:



a. Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau pejabat pegawai

negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan

penyidikan. (Pasal 1 ayat (1) KUHAP).

b. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur

dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu

membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. (Pasal 1 ayat

(2) KUHAP).

c. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan

peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan

penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. (Pasal 1 ayat (5) KUHAP).

d. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.

(Pasal 1 ayat (15) KUHAP).

e. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk

melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. (Pasal 1 ayat (6) huruf b

KUHAP).

f. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke

pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-

undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di siding pengadilan.

(Pasal 1 ayat (7) KUHAP).

g. Upaya hukum adalah hak terdakwa atau pununtut umum untuk tidak menerima putusan

pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk

melakukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam

undang-undang ini. (Pasal 1 ayat (12) KUHAP).



E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulis dalam rangka pembuatan skripsi ini, maka diadakan sistematika

penulisan yaitu terbagi dalam 5 (lima) bab sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang penulisan, permasalahan dan ruang

lingkup, tujuan penulisan, menguraikan kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika

penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan pemahaman mengenai pengertian umum tentang pokok-pokok yang menjadi

bahasan dalam hal ini adalah mengenai proses penyidikan terhadap tersangka sesuai dengan

hukum acara pidana.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini merupakan uraian metode-metode yang digunakan dalam penulisan skripsi yaitu tentang

langkah-langkah atau cara-cara yang dipergunakan dalam penelitian yang memuat pendekatan

masalah, sumber dan jenis data, prosedur dan pengolahan data, serta analisis data.



IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat pokok pembahasan atau hasil analisis yang dilakukan oleh penulis, yaitu

“Analisis Penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara Bibit – Chandra”.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan suatu kesimpulan dari hasil penelitian serta memuat saran-saran penulis

dalam kaitannya dengan masalah yang dibahas.
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